Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara Atau Rehabilitasi Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta) by Kuncoro, Veronica Adityo & , Hartanto, S.H., M.Hum
i 
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN 
PIDANA PENJARA ATAU REHABILITASI BAGI PELAKU 
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta) 
 
 
 
 
 
Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1  
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum 
 
 
 
Oleh: 
VERONICA ADITYO KUNCORO 
C100140159 
 
 
 
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM 
FAKULTAS HUKUM 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
2018



1 
 
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN 
PIDANA PENJARA ATAU REHABILITASI BAGI PELAKU 
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta) 
 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah semua pelaku penyalahgunaan 
narkotika akan diputus dengan putusan pidana penjara, dan dasar pertimbangan 
hakim dalam menentukan kriteria pelaku penyalahgunaan narkotika itu berhak 
direhabilitasi dan kendala yang dialami oleh hakim saat menentukan sanksi pidana 
atau sanksi tindakan bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. Metode penelitian 
melalui pendekatan yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif dengan sumber data 
terdiri dari data primer yakni wawancara dan data sekunder yaitu sumber hukum 
primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dengan wawancara dan 
studi pustaka, kemudian data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa putusan hakim dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan 
narkotika tidak selalu sama, karena adanya beberapa faktor seperti ekonomi, 
sosial serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Dasar pertimbangan 
hakim dalam kriteria direhabilitasi atau dipidana berdasarkan bukti bahwa 
penyalahguna tersebut adalah korban dan bukti-bukti assessment dari rumah sakit 
dan atau tempat rehabilitasi serta adanya keterangan dari ahli yaitu dokter yang 
memberikan keterangan sejauh mana kadar ketergantungannya dan adanya 
pengajuan rehabilitasi dari pihak terdakwa. Kendala dalam menentukan sanksi 
pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkotika adalah adanya stigma negatif 
masyarakat terhadap seorang hakim dalam menentukan sanksi pidana yang 
dianggap tidak adil. 
 
Kata Kunci: pertimbangan hakim, rehabilitasi, penyalahgunaan narkotika  
 
ABSTRACT 
This study aims to determine whether all narcotics abuse perpetrators will be cut 
off by a prison sentence, and the judge's consideration in determining the criteria 
of drug abuse perpetrators is entitled to be rehabilitated and the constraints 
experienced by the judge when determining criminal sanctions or action sanctions 
for the perpetrators of narcotics abuse. The research method through the 
sociological juridical approach that is descriptive with the data source consists of 
primary data ie interview and secondary data that is primary, secondary and 
tertiary law source. Methods of data collection by interview and literature study, 
then the data were analyzed qualitatively. The result of the research shows that the 
judge's decision in narcotics abuse is not always the same because of several 
factors such as economic, social and legal facts revealed in the trial. The basis of 
the judge's consideration in the criteria for rehabilitation or punishment is based 
on evidence that the abuser is the victim and the assessment evidence from the 
hospital and / or place of rehabilitation as well as the information from the expert 
namely the doctor giving the extent of his dependency level and the existence of 
the rehabilitation proposal from the defendant. Constraints in determining 
criminal sanctions for the perpetrators of narcotics abuse is a negative stigma of 
society against a judge in determining the criminal sanctions that are considered 
unjust. 
 
Keywords: judge consideration, rehabilitation, abuse of narcotics 
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1. PENDAHULUAN  
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 
Tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau 
bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan 
penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat 
menimbulkan ketergantungan. Pada dasarnya narkotika adalah obat yang legal 
yang diperlukan dalam bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan, namun semakin 
berkembangnya zaman banyak pelaku yang menyalahgunakan  narkotika dengan 
menggunakanya tanpa hak dan melawan hukum.  
Penyalahguna, adalah seseorang yang mempunyai masalah yang secara 
langsung berhubungan dengan narkoba. Masalah tersebut bisa muncul dalam 
ranah fisik, mental, emosional maupun spiritual. Penyalahguna selalu menolak 
untuk berhenti sama sekali dan selamanya.
1
 Penggunaan obat-obatan terlarang 
akhir-akhir ini sudah sangat memperhatinkan.  
Berdasarkan laporan hasil penelitian disebutkan bahwa terdapat lebih dari 
200 juta orang di seluruh dunia yang menggunakan obat-obatan terlarang yang 
berakibat 250 ribu kematian per tahun. Kasus yang berkaitan dengan obat-obatan 
terlarang tersebut mencakup kepemilikan, penggunaan atau pemakaian, 
perdagangan dan pengedaran. Kasus-kasus seperti itu sangat membahayakan 
kelangsungan hidup bangsa dan negara karena dapat merusak mental generasi 
muda.
2
 
Pelaku yang menggunakan narkotika dengan tanpa hak dan melawan 
hukum merupakan pelaku kejahatan. Kejahatan atau tindak kriminal merupakan 
salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada 
tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan.
3
 
Bagaimanapun juga kejahatan terutama merupakan pengertian hukum, yaitu 
perbuatan manusia yang dapat di pidana oleh hukum pidana.
4
 Salah satu usaha 
                                                             
1
Tina Afiatin, 2008, Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dengan Program Aji, Yogyakarta: 
Gajah Mada University Press, hal. 13. 
2
Hanafi Amrani, 2015, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan, 
Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal. 209. 
3
Ibid, hal. 11. 
4
Susanto, 2011, Kriminologi, Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 25.  
3 
 
penanggulangan kejahatan ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya 
berupa pidana.
5
 Dalam menerapkan hukum pidana dan sanksinya diperlukan 
adanya peranan  aparat penegak hukum diantaranya adalah peran seorang hakim 
yang tugasnya mengadili terdakwa. Salah satu tugas utama hakim adalah 
menegakkan keadilan, selain menegakan keadilan, hakim juga bertugas untuk 
menegakkan kembali hukum yang telah dilanggar.
6
 
Penyalahgunaan narkotika merupakan sebuah kejahatan karena 
menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum dan digunakan dalam hal 
yang negatif yang mengakibatkan pengguna ingin menggunakannya berkali-kali. 
Maka, lama-lama orang jadi kecanduan (adiksi), tidak mau lepas dari rasa nikmat 
itu, meski jiwanya terancam sekalipun.
7
 Dalam kasus penyalahgunaan narkotika 
ini apakah akan di terapkan sanksi pidana atau sanksi tindakan penentuannya 
sepenuhnya berada ditangan hakim. Sebab dalam ketentuan undang-undang 
narkotika  memberikan kewenangan pada hakim untuk menjatuhkan pidana 
penjara atau tindakan rehabilitasi bagi pecandu narkotika. Keberadaan hakim yang 
bebas dan tidak memihak dalam proses peradilan pidana sangat menentukan 
wujudnya tujuan sistem peradilan pidana. Hakim yang bebas dan tidak memihak 
telah menjadi ketentuan universal dan menjadi ciri negara hukum.
8
 
Berdasarkan uraian di atas di satu sisi pelaku penyalahgunaan narkotika 
merupakan suatu tindak kejahatan dan pelaku tindak pidana tersebut harus 
dihukum yaitu dengan pidana penjara karena menggunakan narkotika dengan 
tanpa hak dan melawan hukum. Namun di sisi lain juga merupakan korban dari 
tindak pidana yang dilakukan oleh dirinya sendiri karena adanya dorongan untuk 
menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang terus 
meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaanya 
dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba akan menimbulkan gejala fisik dan 
                                                             
5
Barda Nawawi, 2010, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana 
Penjara, Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 17  
6
Antonius Sudirman, 2007, Hati Nurani Hakim dan Putusannya Suatu Pendekatan dari Prespektif 
Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence), Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal. 54. 
7
Sutarmo Setiadji, 2006, Awas! Jangan Coba-coba Menjadi Pengguna Narkoba Berbahaya!, 
Jakarta: UI-Perss, hal. 2.  
8
Ruslan Renggong, 2014, Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses 
Penahanan di Indonesia, Jakarta: Prenadamedia Group, hal. 224. 
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psikis yang khas. Hal tersebut merupakan dampak dari penyalahgunaan narkotika 
sehingga pelaku memerlukan adanya tindakan rehabilitasi medis yaitu suatu 
proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskana pecandu dari 
ketergantungan narkotika.  
Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan tujuan untuk: (1) Mengetahui apakah semua pelaku 
penyalahgunaan narkotika akan di putus dengan putusan pidana penjara,  
(2) Mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menentukan kriteria bahwa 
pelaku penyalahgunaan narkotika itu berhak direhabilitasi, (3) Mengetahui 
kendala apa saja yang dialami oleh hakim saat menentukan sanksi pidana atau 
sanksi tindakan bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. Adapun manfaat yang 
ingin diperoleh dari penelitian hukum ini adalah: (1) Manfaat Teoritis,  
(a) Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan penjelasan bagi 
masyarakat mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 
pidana penjara atau rehabilitasi bangi pelaku penyalahgunaan narkotika,  
(b) Memberi gambaran mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
putusan pidana penjara atau rehabilitasi bangi pelaku penyalahgunaan narkotika, 
(c) Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya, dan memberikan pemikiran yang 
bermanfaat di bidang Ilmu Hukum yang kaitannya dengan dasar pertimbangan 
hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara atau rehabilitasi bangi pelaku 
penyalahgunaan narkotika; (2) Manfaat praktis, (a) Memberikan pengetahuan bagi 
peneliti untuk menjawab pokok masalah yang dikaji dalam penelitian ini, (b) 
Mengembangakan penalaran dan pola pikir yang sistematis dan dinamis bagi 
peneliti dalam membuat karya tulis. 
 
2. METODE  
Metode penelitian melalui pendekatan yuridis sosiologis yang bersifat 
deskriptif dengan sumber data terdiri dari data primer yakni wawancara dan data 
sekunder yaitu sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan 
data dengan wawancara dan studi pustaka, kemudian data dianalisis secara 
kualitatif. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Putusan Pidana Penjara Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika 
Berdasarkan Pasal 1 KUHP, bahwa sebagai suatu negara hukum, sistem 
peradilan di Indonesia menganut asas legalitas yaitu bahwa tiada suatu perbuatan 
dapat di pidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-
undangan yang telah ada. Dalam kasus penyalahgunaan Narkotika ini segala 
ketentuan pidananya diatur dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika.  
Dalam memutus sebuah perkara hakim harus berlandaskan pada peraturan 
yang mengatur mengenai perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. 
Mengenai sebuah perkara penyalahgunaan Narkotika dan putusan yang akan 
dijatuhkan kepada terdakwa, hakim harus mengetahui putusan yang diberikan 
tersebut memberikan manfaat bagi terdakwa. Oleh karena itu, keputusan hakim 
tidak boleh terlepas dari serangkaian kebijakan yang akan mempengaruhi pada 
tahapan berikutnya. “Hakim memiliki kebebasan dalam menetapkan berat 
ringannya pidana yang akan hakim jatuhkan. Hal itu benar, namun pada lain pihak 
juga jelas bahwa kebebasan yang dinikmati hakim tidak boleh memunculkan 
willekeur ataupun detournement de pouvouir. Pada akhirnya hakim harus 
menetapkan hukuman dalam arti memberi reaksi memadai atas tindak pidana 
yang dilakukan terdakwa.Tindak pidana tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk 
misalnya menjatuhkan pidana sangat tinggi yang tidak sebanding. Ini juga tidak 
akan sejalan dengan sistem perundang-undangan kita yang menetapkan pidana 
maksimum tertentu bagi tiap delik serta juga dengan asas bahwa pemidanaan 
mengandaikan adanya kesalahan. Di sini nyata bahwa pidana yang dijatuhkan 
harus sebanding secara wajar dengan delik yang dilakukan. Sejalan dengan itu 
tuntutan peraturan perundang-undangan yang menyaratkan hakim untuk 
melandaskan penjatuhan pidana pada pertimbangan-pertimbangan yang cukup 
(kewajiban memberikan motivering) pada pihak lain, undang-undang tidak 
memberikan rincian apa saja yang harus diperhatikan hakim, dan tidak 
mempersoalkan misalnya mengenai besarnya tingkat kesalahan, perlunya prevesi 
umum dan seterusnya. Hanya prinsip kemampuan finansial dari terdakwa yang 
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dapat hakim pandang sebagai syarat yang menurut undang-undang wajib 
diperhatikan hakim.”9 
Dalam mengadili sebuah perkara hakim dapat mengacu pada ketentuan-
ketentuan yang mengatur masalah jenis-jenis pidana, namun dalam menentukan 
jenis pidananya hakim harus melihat pada hasil pemeriksaan di sidang pengadilan 
dan mempertimbangakn faktor-faktor apa saja yang menjadikan terdakwa 
melakukan tindak pidana tersebut. Dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2009 mengatur mengenai ketentuan pidana dan tindakan rehabilitasi bagi 
pelaku penyalahgunaan Narkotika. 
Berdasarkan faktor-faktor dan alasan-alasan yang dikemukakan, tidak 
semua pelaku penyalahgunaan narkotika dapat dijatuhi dengan putusan tindakan 
rehabilitasi harus ada syarat-syarat dan klasifikasi tertentu yang diatur didalam 
Undang-Undang atau pun peraturan yang lainnya. Putusan hakim terhadap 
terdakwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dijatuhkan berdasarkan 
pertimbangan yang sedail-adilnya sehingga tuntutan masyarakat akan tegaknya 
hukum dan keadilan dapat terpenuhi. 
3.2 Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhuh kan Tindakan 
Rehabilitasi Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika 
Telah banyak pecandu Narkotika yang tertangkap lagi oleh aparat 
kepolisian setelah menjalani masa hukuman di penjara. Salah satu alasannya 
adalah tidak dapat lepas dari ketergantungan terhadap Narkotika dan terpaksa 
kembali menyalahgunakan  Narkotika. Sehingga pemidanaan dengan pidana 
penjara tidaklah efektif untuk menjerakan pecandu Narkotika.Oleh karena itu, 
Rehabilitasi dianggap sebagai pemidanaan yang lebih tepat untuk menanggulangi 
penyalahgunaan Narkotika”.10 Ketentuan Hakim dalam menjatuhkan putusan 
tindakan Rehabilitasi bagi terdakwa Penyalahgunaan Narkotika terdapat dalam 
Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang 
Narkotika. 
                                                             
9
Jan Remmelink, 2003, Hukum Pidana, Jakarta: PT Gramedia Pusaka Utama, hal. 560-561. 
10
Jahid Hanafi, 2013,” Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana 
Pecandu Narkotika”, Skripsi, Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Kalijaga, hal. 29. 
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Berdasarkan isi ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika yang membagi rehabilitasi menjadi 2 (dua) bagian, di sini jelas bahwa 
pelaksanaan rehabilitasi pengguna narkotika dilakukan secara bertahap di mana 
rehabilitasi medis sangat penting, karena merupakan upaya penyembuhan yang 
dilakukan melalui ilmu kesehatan bagi korban penyalahgunaan Narkotika. 
Sebagaimana diketahui, bahwa Narkotika merupakan jenis obat yang mana jika 
dikonsumsi terus menerus akan membawa akibat kecanduan.  Hal tersebutlah 
yang menjadi dasar dalam tindakan rehabilitasi, untuk memulihkan korban 
penyalahgunaan Narkotika sehingga korban tersebut dapat lepas dari rasa 
kecanduan yang ditimbulkan dari pemakaian Narkotika yang terus menerus. 
Dalam mempertimbangkan tindakan bagi pelaku penyalahgunaan Narkotika harus 
ada surat keterangan dari dokter dan atau keterangan dari seorang ahli untuk 
membuktikan bahwa pelaku penyalahgunaan Narkotika tersebut adalah pecandu. 
Keterangan ahli menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP menyebutkan bahwa 
keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki 
keahlian khusus tentang hal apa yang diperlukan untuk membuat terang suatu 
perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dan Pasal 184 ayai (1) telah 
menyebutkan bahwa salah satu alat bukti yang sah ialah keterangan ahli, maka 
sebagai alat bukti yang sah keterangan ahli dapat diberikan pada tahap 
penyidikan, penuntutan hingga tahap pemeriksaan di pengadilan. Dokter sebagai 
keterangan ahli dapat menyatakan keterangan dalam pemeriksaan di pengadilan 
dan dapat dimintai sebagai saksi dan atau untuk petunjuk bagi hakim untuk 
mempertimbangkan putusan dalam sebuah perkara. Dokter sebagai keterangan 
ahli dimintai hadir di pengadilan, oleh karena dua versi pertama sebagai saksi A 
charge. Saksi ini dihadirkan ke persidangan oleh jaksa penuntut umum dimana 
keterangannya dapat menguntungkan maupun memberatkan terdakwa. Versi 
kedua dokter sebagai keterangan ahli bertidak sebagai saksi A de charge. Saksi ini 
dihadirkan ke persidangan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya sebagaimana 
telah dijelaskan dalam Pasal 65 KUHP.  
Keterangan yang diberikannya meringankan terdakwa atau dapat dijadikan 
dasar pembelaan dari terdakwa atau penasehat hukumnya. Sehingga pada tahap 
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pemeriksaan di pengadilan, baik jaksa maupun penasehat hukum tersangka dapat 
menghadirkan saksi atau ahli dengan ijin hakim. Pasal 186 KUHAP menyebutkan 
bahwa yang dimaksud dengan keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli 
nyatakan di sidang pengadilan, hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam 
Pasal 187 huruf C KUHAP yang menyebutkan bahwa keterangan ahli yang 
diberikan dalam bentuk laporan termasuk kategori bukti surat.  Keterangan ahli 
tersebut adalah sebuah petunjuk bagi hakim jika dianggap bahwa keterangan yang 
diberikan seorang ahli relevan dan dapat menjernihkan duduk persoalan yang 
timbul di sidang peradilan maka hakim dapat mengambil keterangan itu dalam 
pertimbangannya. 
Klasifikasi keterangan ahli hanya keterangan ahli atau hanya keterangan 
biasa saja tidak menjadi persoalan, karena keterangan itu sendiri sudah merupakan 
petunjuk dan petunjuk merupakan salah satu alat bukti yang diatur dalam Pasal 
184 KUHP walaupun bukan alat bukti yang utama namun hakim akan 
menimbangkan petunjuk tersebut dalam persidangan. Keterangan ahli tersebut 
dapat diberikan dalam bentuk tulisan yaitu assesment yang menyatakan bahwa 
terdakwa merupakan korban pelaku penyalahgunaan Narkotika dan dapat juga 
disampaikan didalam persidangan saat pemeriksaan saksi-saksi untu memberikan 
keterangan kepada hakim bahwa terdakwa memang membutuhkan rehabilitasi. 
Yang menjadi syarat atau ketentuan dalam menjatuhkan tindakan 
rehabilitasi hakim berpendapat bahwa harus memenuhi beberapa ketentuan 
diantaranya sebagai berikut: (1) Kalau terdakwa diputus dengan pidana penjara 
maka terdakwa tidak dapat menjalani pengobatan atau rehabilitasi hal tersebut 
yang menjadikan terdakwa semakin kecanduan terhadap Narkotika; (2) Pernah 
menjalani pengobatan atau rehabilitasi untuk menyembuhkan kecanduan terhadap 
Narkotika; (3) Adanya surat pernyataan atau assesment dari dokter ahli yang 
menangani terdakwa; (4) Adanya keterangan ahli dari dokter ahli yang dapat 
dijadikan petunjuk oleh hakim untuk memutus tindakan rehabilitasi.”11 
                                                             
11
 Sri Widyastuti, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, Wawancara Pribadi, Jumat 13 Oktober 
2017, Pukul 08.30 WIB 
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Menurut penulis Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103 dan Pasal 127 Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang 
Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika 
Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Nomor 04 Tahun 
2010  ini merupakan dasar hakim dalam menjatuhkan putusan tindakan 
rehabilitasi bagi terdakwa. Putusan tindakan rehabilitasi dapat di berikan apabila 
ada keterangan dari dokter ahli yang memeriksa atau menangani terdakwa dan 
dengan keterangan dari dokter ahli tersebut hakim dapat mendapatkan petunjuk 
yang nantinya akan menjadi salah satu dasar di putuskan nya tindakan rehabilitasi 
bagi terdakwa dan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa ini tidak harus 
berupa penjatuhan hukuman pidana atau tahanan semata. Akan tetapi juga lebih 
memperhatikan masalah penyembuhan rasa kecanduan dari diri terdakwa. Jika 
semata-mata ingin menghukum si terdakwa dengan pidana penjara bukan tidak 
mungkin jika terdakwa setelah keluar dari penjara akan melakukan perbuatan 
penyalahgunaan Narkotika lagi. 
3.3 Kendala Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara atau 
Rehabilitasi Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika 
 Hakim memang sering dihadapkan pada dua pilihan yang sulit yaitu ketika 
antara keadilan dengan kepastian hukum tidak dapat dipersatukan dalam  sebuah 
kesimpulan, dua prinsip tersebut idealnya dapat disandingkan dalam suatu 
putusan, namun memadukan keadilan dan kepastian hukum didalam 
kenyataannya tidaklah mudah. Terkadang keadilan dan kepastian hukum berada 
pada suatu tempat yang berbeda, jika kita hendak mendekati tempat dimana 
keadilan berada maka kita akan beranjak menjauhi kepastian hukum, demikian 
pula sebaliknya. Dalam persoalan seperti itu hakim terpaksa harus menjatuhkan 
pilihan dengan mengorbankan yang satu demi tegaknya yang lain. Jika seorang 
hakim berada pada dua pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum, maka 
seyogyanya yang harus diambil adalah keputusn yang lebih mendatangkan 
kemanfaatan bagi hukum dan masyarakat pada umumnya.
12
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 Secara sederhana tugas hakim adalah menyelesaikan suatu perkara yang 
diajukan kepadanya, untuk dapat menegakkan hukum dan menegakkan keadilan. 
Dalam mempertimbangkan sebuah keputusan, hakim harus menafsirkan berbagai 
aspek hukum. Hukum di sini harus diartikan secara luas tidak hanya sekedar 
hukum dalam bentuk perundang-undangan namun termasuk juga kesuluruhan 
norma dan kaidah hidup di masyarakat. 
 Kendala-kendala seperti halnya diatas merupakan salah satu contoh bahwa 
menjadi seorang hakim harus bersikap adil dimana keputusan yang diambil oleh 
seorang hakim harus memberikan manfaat bagi para pihak yang terlibat dalam 
suatu perkara.Maanfaat dapat berupa sanksi pidana maupun tindakan rehabilitasi 
bagi pelaku penyalahgunaan Narkotika.  
Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis salah satu kendala yang 
dialami oleh hakim saat memutus terdakwa penyalahgunaan narkotika adalah 
tentang adanya assessment dan atau keterangan dari pihak dokter, polisi, 
kejaksaan yang menyatakan bahwa terdakwa membutuhkan rehabilitasi. Tanpa 
adanya assessment atau keterangan dari ahli kecil kemungkinan terdakwa akan 
direhabilitasi dan hakim pun tidak akan menjatuhkan putusan diluar yang 
didakwakan oleh penuntut umum. Apabila penuntut umum tidak mendakwa 
terdakwa dengan tindakan rehabilitasi maka hakim pun tidak akan memutus 
tindakan rehabilitasi tersebut meskipun terdakwa sudah berulang kali 
menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika. Maka dari itu salah satu 
pertimbangan hakim untuk memutus tindakan rehabilitasi adalah dengan adanya 
assessment yang menyatakan bahwa terdakwa merupakan korban dari 
penyalahgunaan narkotika yang membutuhkan rehabilitasi. 
Kendala yang dialami oleh hakim selanjutnya adalah dari diri terdakwa 
sendiri yang setelah mendapatkan tindakan rehabilitasi intensif untuk selanjutnya 
rehabilitasi dengan rawat jalan terdakwa tidak rutin lagi menjalani rehabilitasi 
tersebut. 
Menurut keterangan hakim yang diwawancarai oleh penulis, kendala yang 
lainnya adalah tentang pandangan negatif masyarakat terhadap hakim. Terkadang 
masyarakat kurang meyakini apa yang telah diputus oleh hakim itu apakah benar-
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benar adil. Menanggapi pandangan masyarakat terhadap hakim, narasumber 
beranggapan bahwa  hal tersebut terkadang memberikan rasa tekanan terhadap 
hakim, namun hakim akan tetap memutus sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku serta keyakinan yang dalam diri hakim. Menanggapi hal 
tersebut untuk menciptakan kekuasaan kehakiman yang merdeka, maka penerapan 
asas-asas peradilan yang demokratis harus dikembangkan. Hal ini dilakukan untuk 
mencegah campur tangan publik yang dapat menekan kebebasan hakim. “Menurut 
Bagir Manan ada emat asas peradilan demokratis yaitu: (1) Prinsip praduga tak 
bersalah (presumption of innocence), hal ini menyebabkan tidak boleh 
membentuk pendapat umum yang dikesankan bahwa terdakwa bersalah;  
(2) Larangan peradilan oleh pers (trial by the press), tidak jarang pengadilan oleh 
ini melanggar hak pribadi dan kematian perdata atau pembunuhan karakter 
terhadap seseorang bahkan terhadap keluarganya; (3) Prinsip fairness, yang 
mengandung makna tidak saja memuat tanggung jawab hakim untuk berlaku jujur 
dan tidak memihak, tetapi mengandung makna pula bahwa setiap pihak yang 
berperkara (termasuk terdakwa) mempunyai kesempatan yang sama untuk 
memenangkan perkara. Keadilan bukan hanya hak publik atau hak korban, tetapi 
juga hak mereka yang disangka bersalah atau sedang diadili; (4) Prinsip 
kebebasan hakim, kebebasan ini termasuk di dalamnya bebas dari rasa 
kebimbangan dan rasa takut hakim sebagai akibat dari adanya tekanan publik baik 
berupa perusakan gendung pengadilan atau penganiayaan yang dirujukan kepada 
hakim”.13 
Dalam ke empat point di atas, point (d) menjelaskan bahwa hakim harus 
bebas dari segala ancaman yang ditimbulkan karena profesi hakim dalam 
memutus suatu perkara.   Kekuasaan kehakiman yang merdeka juga menjadi 
jaminan hakim dalam memutus suatu perkara tanpa adanya campur tangan dari 
pihak diluar peradilan. Keberadaan hakim yang bebas dan tidak memihak dalam 
proses peradilan pidana merupakan penentu dalam terwujudnya sistem peradilan 
pidana yang menjadi ciri negara hukum.  
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Kendala yang lain timbul akibat peraturan yang dilahirkan selalu akan 
tertinggal oleh dinamika sosial di masyarakat. Undang-undang dibentuk dan 
dilahirkan mengikuti kondisi hukum dan masyarakat pada saat itu, ketika undang-
undang disahkan dan dinyatakan berlaku, maka dinamika hukum dan dinamika 
sosial telah berubah pada saat itu, sehingga dalam praktiknya banyak aturan yang 
sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sosial yang ada. Dalam menghadapi 
kenyataan hukum yang seperti itu hakim tidak dapat berpangku tangan dan 
menutup mata, namun dituntut harus dapat memberikan konteks perubahan sosial 
yang salah satunya menggunakan metode penemuan-penemuan hukum. 
Kendala yang dialami oleh hakim adalah tentang perkembangan yang ada 
dimasyarakat yang selalu berkembang dan berubah oleh karena itu hakim harus 
tetap belajar dalam artian untuk mengikuti perkembangan yang ada didalam 
masyarakat.
14
 
 
4. PENUTUP 
4.1 Kesimpulan  
Pertama, putusan hakim dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan 
Narkotika tidak selalu sama, walaupun dengan kasus yang sama akan tetapi hasil 
putusan berbeda-beda inilah yang disebut sebagai putusan disparitas, di mana 
hakim memutus suatu perkara yang sama namun dengan hasil putusan yang 
berbeda. Perbedaan dalam pengambilan putusan tersebut disebabkan adanya 
beberapa faktor seperti faktor ekonomi, sosial serta fakta-fakta hukum yang 
terungkap dalam persidangan. 
Kedua, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap 
pelaku penyalahgunaan Narkotika Golongan I adalah dari berbagai aspek yaitu 
aspek yuridis dan non yuridis. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah 
dari Pasal 184 ayat (1) KUHP  yaitu berupa keterangan saksi-saksi, keterangan 
ahli, barang bukti serta keterangan terdakwa dan fakta-fakta hukum yang 
terungkap dalam persidangan. Sedangkan untuk pertimbangan yang bersifat non 
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yuridis berupa sikap-sikap terdakwa dalam proses persidangan tersebut, serta 
faktor usia dan tanggungjawab. 
Ketiga, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 
Rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan Narkotika sesuai dengan ketentuan 
Pasal 127 ayat (3) yang menyatakan apabila pelaku penyalahgunaan Narkotika 
Golongan I terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika maka 
Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. 
Dalam menentukan penyalahguna wajib menjalani rehabilitasi harus ada bukti 
yang membuktikan bahwa penyalahguna tersebut adalah korban dan bukti-bukti 
tersebut dapat diperoleh dengan adanya assessment dari rumah sakit dan atau 
tempat rehabilitasi serta adanya keterangan dari ahli yaitu dokter yang 
memberikan keterangan sejauh mana kadar ketergantungannya dan adanya 
pengajuan rehabilitasi dari pihak terdakwa.  
Keempat, kendala yang dialami oleh Hakim dalam menentukan sanksi 
pidana bagi pelaku penyalahgunaan Narkotika adalah stigma negative masyarakat 
terhadap seorang hakim. Seringkali seseorang yang berprofesi sebagai hakim 
mendapatkan tekanan dalam menentukan sanksi pidana yang dianggap tidak adil. 
4.2  Saran   
Pertama, dengan kaidah hukum sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, diharapkan aparat penegak 
hukum dapat menangkap seluruh pelaku kejahatan penyalahgunaan Narkotika 
khususnya bagi para pengedar. Karena kebanyakan kasus yang tertangkap dan di 
adili adalah para pemakai sedangkan untuk para pengedar para aparat penegak 
hukum seringkali kesulitan untuk membrantasnya. 
Kedua, adanya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 
Tentang Narkotika untuk menangani masalah penyalahgunaan Narkotika sudah 
cukup baik namun melihat beberapa Pasal yang terdapat dalam undang-undang 
tersebut di dalamnya masih menimbulkan ketidakpastian hukum karena dalam 
undang-undang tersebut tidak menjelaskan secara rinci mengenai korban 
penyalahgunaan Narkotika sehingga pelaku penyalahguna Narkotika dan korban 
Narkotika dijatuhi dengan hukuman yang sama. 
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Ketiga, diharapkan kepada majelis hakim yang memutus perkara 
khususnya untuk perkara penyalahgunaan Narkotika lebih mempertimbangkan 
tindakan rehabilitasi bagi para pelaku penyalahgunaan Narkotika yang bukan 
pengedar. Di karenakan agar pelaku penyalahgunaan Narkotika tersebut dapat 
sembuh dari rasa kecanduan dan dapat kembali dalam kehidupan masyarakat 
secara baik dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut. 
Keempat, kepada masyarakat yang berspekulasi negatif terhadap hakim, 
untuk kedepannya diharapkan agar tidak memberikan tekanan-tekanan terhadap 
hakim karena prespektif atau pandangan negatif terhadap hakim merupakan 
sebuah tekanan tersendiri bagi seorang hakim. Adanya bebas dari tekanan dan 
kekuasaan yang merdeka dalam mengambil sebuah keputusan merupakan suatu 
ciri negara hukum yang baik. 
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